
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BADUNG

Disampaikan Pada :

Forum Perangkat Daerah 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Rabu, 9 Maret 2022



Misi ke 2:

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip  
Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi.
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Lima Bidang Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur TIK dan Data terintegrasi dan terkoneksi.

5 BIDANG PRIORITAS

PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG

BIDANG 1

PANGAN, SANDANG, 

PAPAN

BIDANG 3 

JAMINAN SOSIAL DAN 

KETENAGAKERJAAN

BIDANG 2

KESEHATAN DAN 

PENDIDIKAN

BIDANG 4

ADAT, AGAMA, 

SENI DAN BUDAYA

BIDANG 5
PARIWISATA



TUPOKSI DINAS KOMINFO

TUGAS POKOK :
1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika,                  

persandian dan statistik Kabupaten Badung.

2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Propinsi Bali.

FUNGSI :
1. Merumuskan kebijakan teknis  di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang 

ditetapkan. 
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, 

informatika, persandian dan statistik.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi, 

informatika, persandian dan statistik.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika.



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Optimalisasi pemanfaatan TIK

2. Pengembangan dan pemeliharaan inftrastruktur

3. Optimalisasi SPBE dan smart city 

4. Integrasi aplikasi pemerintahan

5. Integrasi data 

6. Optimalisasi Keterbukaan informasi oleh lembaga pemerintah

7. Publikasi informasi

8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan informasi

9. Optimalisasi pengolahan, analisis data dan informasi sektoral.

10. Optimalisasi Keamanan Informasi



RENCANA PROGRAM KEGIATAN

TAHUN 2023



Rp. 71.350.031.540

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

MISI No. 2

Rp 16.952.348.759

Program Aplikasi Informatika

Rp 51.409.067.775

Program Informasi dan Komunikasi 
Publik

Rp 2.399.114.919

Program Penyeleggaraan
Statistik Sektoral

Rp 287.808.077Program Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan

Informasi

Rp 301.692.010

7

ALOKASI ANGGARAN PADA SETIAP PROGRAM



Rencana Anggaran Rp. 71.350.031.540
(5 Program, 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan)

RENJA 2023 (Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019)

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

APLIKASI INFORMATIKA

PENYELENGGARAAN STATISTIK 
SEKTORAL

INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PROGRAM
JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH SUB 
KEGIATAN

URUSAN KOMINFO

URUSAN STATISTIK

URUSAN PERSANDIAN

7 23

71

72

31

52



URUSAN 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EVALUASI KINERJA URUSAN  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017-2021

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 
KINERJA

1 Semakin meningkatnya 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi secara efektif

1. Persentase jenis
pelayanan publik 
berbasis TIK

100 %
(72 Aplikasi)

100 % 100%

2. Persentase lokasi yang 
terkoneksi jaringan 
intranet/internet

100 %
(999 Lokasi)

98,90 % 98,90 %

3. Jumlah Kamera CCTV 
yang terpasang pada 
tempat-tempat strategis 
di Kabupaten Badung

656 Kamera 
CCTV

647 kamera 
CCTV

98,63 %

2 Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Kelompok Masyarakat 
dengan pemanfaatan  
teknologi informasi dan 
komunikasi

Persentase Kelompok
Komunikasi Informasi 
Masyarakat yang terbentuk 
dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan 
komunikasi

100 %
(24 KIM)

175 %
(42 KIM)

175 %



DISKOMINF

Kab. Badung

DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID

Lokasi yang terhubung Akses Layanan Internet
Pada Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan, Banjar/Lingkungan, SD, SMP, Puskesmas, Pustu, Obyek 

Wisata dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

NO URAIAN
Target RPJMD REALISASI

Di Usulkan Kembali 

di Tahun 2023 PAGU Tahun 2023

1 Lokasi yang terhubung

jaringan intranet/internet di 

Kabupaten Badung.

(Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan, 
Banjar/Lingkungan, SD, SMP, 
Puskesmas, Pustu, Obyek Wisata dan 
Kawasan Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung)

999 988 11 (Banjar) Rp. 44.863.855.153

(Belanja Bandwidth, tenaga 

kontrak, belanja modal 

pengembangan Akses internet, 

pemeliharaan)

2 Jumlah Kamera CCTV yang 
terpasang di Kabupaten 
Badung

656 647 5 Rp. 266.031.645

(Belanja Kamera CCTV)

Rencana Kerja Tahun 2023

Link/11 Banjar.pptx


PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

2 Kegiatan
7 Sub Kegiatan

Anggaran : Rp. 51.409.067.775,-

Program pengembangan infrastruktur khususnya Pemeliharaan Jaringan Induk (Jalur
FO), Pemeliharaan Data Center, dan Bandwith untuk Free WiFi di Kantor Camat, Kantor
Desa/Kelurahan, Banjar/Lingkungan, SD, SMP, Puskesmas, Pustu, Obyek Wisata dan Kawasan Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung serta Pengembangan Sistem Pemerintaan Berbasis
Elektronik (SPBE) menuju Badung Smart City guna mendukung pengembangan sistem
tata kelola yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta
meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.



1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 48.460.462.589)

2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 2.948.605.186)

Link/Keg Pengelolaan Nama Domain.pptx
Link/Keg Pengelolaan e-government.pptx


Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ruang 
Lingkup

1. Pemeliharaan Data Centre (1 Unit)
2. Pemeliharaan Jaringan Intranet/internet
3. Penyediaan Layanan Akses Internet pada 11 lokasi balai banjar di Kabupaten Badung

Permasalahan 1. Belum Optimalnya  OPD yang Memanfaatkan Data Centar 
2. 11 Banjar belum terhubung jaringan Intranet/internet

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK
1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 
(Layanan WiFi di 11 Banjar)

: Rp
: Rp

48.460.462.589
3.596.607.436

: Rp 44.863.855.153

Isu 
Strategis

1. Optimalisasi pemanfaatan TIK
2. Pengembangan dan pemeliharaan inftrastruktur 



Keg. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ruang
Lingkup

1. Memperkuat Kebijakan dan Tata Kelola Penyelengaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
2. Membangun dan Memperkuat Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang 

Terintegrasi dilingkungan Kabupaten Badung
3. Mengembangkan Layanan Digital Smart City mendukung Badung Smart City
4. Meningkatkan Kualitas SDM di Bidang TIK guna mendukung Badung Smart City.

Permasalahan 1. Belum adanya kebijakan dan dasar hukum yang mengatur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
2. Belum adanya rencana strategis pengembangan layanan dan Infrastruktur Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik
3. SDM berlatar belakang TI dan memiliki passion di bidang TI sangat terbatas
4. Belum adanya integrasi antara sistem aplikasi yang ada di seluruh OPD

Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Rp. 2.948.605.186,-

1. Pembentukan Dewan TIK Daerah dan Pengembangan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik

2. Pembangunan dan pengintegrasian Aplikasi
3. Peningkatan kualitas SDM TIK

Isu Strategis 1. Optimalisasi SPBE dan smart city 
2. Integrasi aplikasi pemerintahan
3. Integrasi data 



PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

1 Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

7 Sub Kegiatan
Anggaran : Rp. 2.399.114.919,-

1. Penataan Menara
2.Pengaduan Masyarakat
3.Pembuatan video liputan, film, dan iklan layanan masyarakat dan Konten

digital.
4.KIM
5.PPID
6.Monitoring Menara
7.Literasi Media pada Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Kab. Badung

Link/Keg Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.pptx


Keg. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran ▪ Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan yang efektif, efisien, akuntabel, dan
responsibel guna memantapkan komunikasi baik internal maupun eksternal

▪ Pengelolaan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Publik yang berkualitas
serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pembangunan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara cepat, tepat,
bersih, efisien, untuk kesejahteraan masyarakat

1. Penyebarluasan Program Kabupaten Badung Melalui Media Cetak, Media
Elektronik, Media Online, Kelompok Masyarakat

2. Pelayanan Informasi Publik, melalui Pameran Pembangunan, Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi

3. Penguatan Tata Kelola Informasi di Daerah, melalui : Keterbukaan Informasi. Literasi
Media

4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, melalui pembuatan konten 
digital

Isu Strategis 1. Optimalisasi Keterbukaan informasi oleh lembaga pemerintah 
2. Publikasi informasi 
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan informasi

Ruang 
Lingkup



PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN BADUNG

7 KEGIATAN

23 SUB KEGIATAN

Anggaran : Rp. 16.952.348.759-



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa 

Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx
Link/Keg Kesekretariatan.pptx


URUSAN STATISTIK



EVALUASI KINERJA URUSAN STATISTIK TAHUN 2017-2021

No SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR TARGET REALISASI KETERANAGN

1 Terpublikasikannya  
Dokumen Statistik 
Kabupaten Badung  
yang akurat dan 
transparan 

1. Jumlah  Dokumen 
Statistik yang 
dipublikasikan tepat 
waktu

750 Dokumen 3 Dokumen Dokumen 
Statistik 
dipublikasikan 
melalui 
pemanfaatan
teknologi 
dengan tepat 
waktu



PROGRAM PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL

1 Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota.

3 Sub Kegiatan
Anggaran : Rp. 287.808.077,-

Untuk dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka,
transparan, akuntabel, dan bersih, perlu didukung dengan data sektoral dan informasi yang
akurat.
Data sektoral dan informasi ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan 
daerah sehingga pembangunan daerah menjadi tepat sasaran, guna meningkatkan pelayanan 
publik yang dapat dipublikasikan dan dibagipakaikan.

Link/Keg Statistik.pptx


Keg. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Latar
Belakang

Belum Optimalnya Tata Kelola Data Sektoral Pemerintah Daerah
• Data pembangunan daerah yang dibutuhkan masih tersebar di masing -

masing produsen data serta belum di-update
• Pengolahan dan analisa data dalam menghasilkan informasi perencanaan

pembangunan daerah belum memadai
• Belum tersebarluasnya informasi data statistik sektoral

Ruang 
Lingkup

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 
Statistik Sektoral

2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah 
Daerah dalam peningkatan muta statistik 
daerah yang terintegrasi 

3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

: Rp 287.808.077
: Rp 19.512.435

: Rp 166.783.600

: Rp 101.512.042

Isu Strategis Optimalisasi pengolahan, analisis data dan informasi sektoral



Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Dana 
Output

Outcome :

: Rp. 19.512.435,-
: Keterlibatan Prov/Kodya/Kab. Yang menggunakan Data Statistik dalam

menyusun Perencanaan.
Tersedianya data statistik sektoral

2. Membangun Metadata Sektoral
(Metadata : informasi dalam bentuk struktur dan format yang 
baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta 
memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan 
informasi data)
Dana
Output
Outcome :

: Rp. 101.512.042,-
: Keterlibatan OPD dan Instansi Vertikal dalam Menyusun Perencanaan

Dokumen yang dicetak

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Dana
Output
Outcome :

: Rp. 166.783.600,-
: Keterlibatan OPD dan Instansi Vertikal dalam Menyusun Perencanaan

OPD dan Instansi Vertikal yang terlibat dalam Penyusunan perencanaan

RENCANA KERJA URUSAN STATISTIK TAHUN 2023



URUSAN PERSANDIAN



EVALUASI KINERJA URUSAN STATISTIK TAHUN 2017-2021

No SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR TARGET REALISASI KETERANAGN

1 Meningkatnya tata 
kelola persandian 
untuk menjaga 
kerahasiaan serta 
keamanan informasi 
dan komunikasi di 
lingkungan 
pemerintah daerah

Persentase informasi 
daerah yang terjaga 
kerahasiaan dan 
keamanannya sesuai 
dengan perundang-
undangan

100 % 100 % Beberapa 
pelaksanaan  
pengamanan 
informasi dan 
komunikasi  
masih 
menunggu 
pinjam alat di 
BSSN



PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

2 Kegiatan
5 Sub Kegiatan

Anggaran : Rp. 301.692.010,-

Keamanan Informasi, Keamanan Data, Keamanan Ruang
Vital/Ruang Kerja Pimpinan, Keamanan Rapat-rapat Penting,
mutlak dibutuhkan sehingga keamanan informasi dapat terjaga.



1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Rp. 284.266.433)

2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 17.425.577)

Link/Keg Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.pptx
Link/Keg Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.pptx


PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Latar 
Belakang

• Persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar. Operasional persandian dilakukan dalam rangka perlindungan dan 
pengamanan informasi di daerah

• Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017: Persandian adalah kegiatan di bidang 
pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu 
kripto, beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Permasalahan Rentannya Keamananan Informasi

Isu Strategis Optimalisasi Keamanan Informasi

Kondisi
Eksisting

• Masih terbatasnya SDM Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
• Sarana dan prasarana persandian Belum Memadai
• Belum optimalnya sistem Keamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Badung

Ruang PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI : Rp 284.266.433

Lingkup 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring 
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

: Rp 72.214.998

2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya : Rp 159.794.251
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Rp 7.660.137
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

: Rp 44.597.047

RENCANA KERJA



Implementasi Sertifikat Elektronik

• Sertifikat Elektronik (SE) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan

elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

• Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Balai Sertifikasi Elektronik

Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE) BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung No. 134.4/6134/PKS/TKKSD-Bdg/2018

PRJ.315/BSSN/SU/KH.02.01/09/2018 Tanggal 14 September 2018 s/d 14 September 2022.

• Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik No. 134.4/4965/KB/TKKSD-Bdg/2018

PERJ.309/KBSSN/KH.02.01/08/2018 Tanggal 08 Agustus 2018.

• Peraturan Bupati Badung No 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DASAR HUKUM



KINERJA URUSAN PERSANDIAN

No URAIAN KETERANGAN

1 Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) 
untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah di 
Kabupaten Badung, Seluruh Kepala bagian 
Sekretariat di Kabupaten Badung, Camat, dan 
Lurah serta Ka. UPT Puskesmas di Kabupaten 
Badung.

1. Kepala Perangkat Daerah : 35
2. Camat : 6
3. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat 

Daerah kab. Badung: 12
4. Lurah : 10
5. Ka. UPT Puskesmas : 10

2 Melaksanakan Kontra Pengindraan untuk 
Pengamanan Informasi Ruang Vital

1. Rung Kerja Bupati 
2. Ruang Kerja Wakil Bupati
3. Ruang Kerja Sekda
4. Rumah Jabatan Bupati
5. Rumah Jabatan Wakil Bupati
6. Rumah Jabatan Sekda

3 Melakukan Pengamanan Sistem atau Server Pengamanan Sistem atau Server melalui 
Aplikasi Honeypot



Audit Persandian

• Audit penyelenggaraan persandian adalah kegiatan Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN untuk

melakukan penilaian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan

persandian sesuai dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian, dengan area Profit Penyelenggara

Persandian, Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian, Pengelolaan Sumber

Daya Persandian dan Operasional Persandian.

• Audit oleh BSSN berupa Hasil Pemeriksaan dan Analisis Forensik Digital terkait Sesion Hijacking

pada Website Desa Kabupaten Badung pada tanggal 29 Nopember 2019.

• Audit oleh BSSN berupa Laporan Tinjauan Implementasi Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan

pada tanggal 8 September 2020 dengan hasil Baik



PRESTASI  DINAS  KOMINFO  TAHUN  2021





TERIMA KASIH










